V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab V, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

1.

Langkah-langkah mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Lampung Selatan melalui Tim Pembinaan dan Penanganan Pengaduan
Masyarakat di Bidang Pertanahan adalah dengan mengundang dan
mempertemukan kedua pihak yang bersengketa, yaitu pihak PTPN VII dan
warga masyarakat, melakukan pendekatan informal dengan terjun langsung ke
tengah masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi, mengupayakan
pemberian tali asih kepada warga masyarakat dan mengawasi komitmen kedua

belah pihak terhadap hasil kesepakatan yang telah dicapai.

. Upaya mediasi yang dilakukan oleh Pemkab Lampung Selatan melalui Tim

Pembinaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Pertanahan
dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari 12 (dua belas) faktor yang
dijadikan tolok ukur untuk menilai efektifitas mediasi sebagai cara
penyelesaian sengketa tanah Afdeling Kalianda. Diketahui bahwa terdapat 3
(tiga) faktor tidak efektif, sedangkan 9 (Sembilan) faktor lainnya efektif. Jadi,
dapat disimpulkan bahwa proses mediasi sengketa tanah Afdeling Kalianda

dikategorikan cenderung efektif.
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5.2.

Faktor yang mendukung penyelesaian permasalahn tanah Afdeling Kalianda,
adalah: (a) Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan
Instansi terkait; (b) Dukungan dari Aparat Penegak Hukum (Kepolisian,
Pengadilan, Kejaksaan); (¢) Dukungan dari Tim Internal PTPN VII (Persero);
(d) Kesadaran hukum warga masyarakat yang semakin meningkat. Sedangkan
faktor yang menghambat penyelesaian sengketa tanah Afdeling Kalianda
adalah: (a) Adanya oknum provokator tidak bertanggung jawab yang
memiliki kepentingan pribadi (vested interest) pada lahan tersebut, sehingga
memprovokasi warga okupan untuk tetap menguasai tanah Afdeling
Kalianda; (b) Ego masyarakat penggarap yang menginginkan ganti rugi dan
tetap akan menduduki lahan jika ganti rugi tidak diberikan; (c) Pihak PTPN

VII yang terkesan sengaja mengulur-ngulur waktu.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, beberapa hal yang dapat

disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Tim Pembinaan

dan Penanganan pengaduan Masyarakat di Bidang Pertanahan, pihak PTPN

VII dan masyarakat yaitu :

1. Agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus mengintensifkan dan
mengaktifkan peran Tim Pembinaan dan Penanganan Pengaduan
Masyarakat di Bidang Pertanahan dalam memediasi dan memfasilitasi
setiap sengketa tanah baik antara individu dengan individu, individu

dengan perusahan maupuan individu atau masyarakat dengan pemerintah;
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2. Agar Tim Pembinaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang
Pertanahan terus mengedepankan upaya mediasi dalam penyelesaian setiap
sengketa tanah, karena cara penyelesaian dengan mediasi dipandang
sangat efektif untuk memuaskan pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi
mengedepankan penyelesaian secara win-win solution, sehingga tidak ada
pihak yang dimenangkan dan dikalahkan;

3. Agar masyarakat yang belum mengambil dana tali asih, dapat mengambil
tali asih di Kantor Direksi PTPN VII dengan membawa identitas dan
bukti-bukti yang diperlukan;

4. Agar pihak PTPN VII tetap komitmen dengan hasil keputusan yang telah
disepakati, yaitu dapat bersinergi dengan masyarakat dan mempekerjakan

masyarakat sekitar yang memenuhi syarat.

141



